LEMRAR AN DAERAH
KAUPATEN DACRAH TINGKAT 1i REMBANG

_ NOMOR 9 TAHUN 1991 SERI B NO. 2

FERATURAN DAER»AH YABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
FANGKALAN MOB'L BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH T:NGKAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KE¥YALA DAERAH TINGKAT il REMBANG

Menimbang : a Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan ke-
amanan, ketertiban dan kelencaran arus lalu
lintas ssria gquna mengurangi kerusakan jalan-
jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerathing-
kat |l Rembang, maka periu dizstur tempat-
tempat untuk berpangkal dan kegiatan bong-
kar muat barang bagi mobii barang di Wila-
yah Kipupatsn Daerah Tingkat il Rembang.

b. Sahwa uniuk melaksanakan maksud tersebut
diatas, dipendang petlu menerbitkan Feraturan
Daeran Xsbupaten Daerah Tingkat 1| Rembang

Mengingat : 1. Undany - wndang Nomor 5§ Tzhun 1974 ten-

tang Pokok-pokok Pemerintaten di Daersh,
2. Undang « undang Nemur 13 Tahun 1950 ten-

tang ?’@;pbemukany Daerzh - deerah Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
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3. Undang undarg Nomor 12/ Drt. Tahun 1857
tantang Peraturan Umum KRetnbusi Daerah.

4. Undang-undang Nomor 3 Tehun 1965 tentang
Lalu hintas dsn Angkutan Jaien FRaya

6. Undang-undarg Nomor 13 Tahun 1880 ten-
tang Jalan,

6. Peraturan Femerintahan Nomor § Tahun 1975
teniang Fengurusan, perianggung jawaban
dan Pengawasan Keuangan Daszrah.

7. Paraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 1885
tentany Jalan,

8. Peraturan Femeriniah Nomer 22 Tahun 1980
tentang Penyerahan sebegien Urusan Feme-
rintahan daian: bidang talu Lintas dan Ang-
kutan Jalan kepada Daerah Tingkat | dan
Daarah Tingkat 1l,

8. Instuksi Gubernur Kepzla Daerah Tingkat |
Jawa Tengah tanggal 20 September 1975
iHomeor 137/1875/C tentang tempat Pember-

146713
hentian Truck.

10. Peraturan Dserah Kabupaten Dzerzh Tingkat
il nembang WNomor 5 Takiun 1389 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipi! ai Linckungan
Femarintah Kabupaten Daerah Tingkat I
Rembang.

11. Taraturan Desrah Kebupaten Daerah Tingkat
it BRembang Homor 11 Tahun 19820 tentang
Fenyertean Modal Daerah Kabupaten Daergh
Tingkat {| Rembang pada Pihak Ketiga,

Dengan Persatujuan Dewan Perwekilan Reakyat Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat { Rembang.

Memutuskan .. S
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MEMUTUSK AN

Menetapkan i Peraturan Dasrah Kabupaten Dserah Tingkat

It Rembang Tentang Fangkalan Mobil
Barang Dalem Wilayah Kabupaten Deaerah
Tingkat I! Rembang

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Deaersh ini. yang dimak:sud dengzn :

Dasrah adalah Kabupaten Daerah Tingka! |I Rembang.

Psmerintah Caersh adclah Femerintah sabupaicn Daerah
Tingkat 1l Rembang.

Bupati Kepala Daerah adal:h Bupati Kepa'a Daerah Tingkat 1}
Rembang.

. D2wan Parwakilan Rakyat Daerch adaleh Dewan Perwakilan

Rakyat Dazrah Kabupaten Da=:iah Tingkat ll Rembang.

Dinas Panaapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daersh
Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembang,

Mob:l barang ada'ah Kendaraan bsrmotor roda empat atau le-
bih se'ain mobil bus mabil Penumpang, vang diperuntukkan
Angkatan Barang dengan jumlah beret yang diperbolehkan
di atas 40L0 Kg.

. Panckalan mobi! barerng ada'sh temrpat permberhentien/beima-

laim dan tempat bongkar muat bareng bsgi mobil baiang.

. Barang adalah segala sesutu yang dianckut oleh mobil barang

Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Dzersh Jawa Tengah
Cabang Rembang.
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BAB |l
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakan pangkslan mobil barang adalah :

2. Untuk memajukan keamanen, ketertiben dan kelancaran arus
lalu lintas,

b Untuk mengurargi kerusakan jalan-jelan dalam Wilayah Ka-
bupaten Daerah fingkat 1l Rem:bang.

c. Untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah.

BAB il

LOKASI, SARANA JAN FASILITAS
PANGXALAN MOBIL BARANG

Pasal 3

{1) Lokasi pangka'an mocbil barang diberi bates dan jalur pemi-
sah yang jelas dengan tensh milik otang lain disekitarnya.

(2) Gambar dari tian—tiap lokasi pangkalan mobil bareng dengan
batas-batasrya yang jelas disimpan dalam arsip Sekretariat
Wilayah/Dsarah Tingkat i Reinbang.

Pesal 4

Pangkelan mobil barang dilengkapi dengan serzna dan fasilitas
baik untuk memanchi kebutuhan nara pengemudi (tempat istira-
hat, mushola warung makan, kanar mandi WC, tempat cuci
kendaraan dsn tain-lain}, maupun untuk memenuhi kebutuhan
para penguszha (gudang, perkantoran) serta fasilitas penunjang
iainnya.
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BAB IV
PENGGUNAAN PANGKALAN MOBIL BARANG
Pasal 5
(1) Setiap mobi! barang ysng melintasi pangka'an mobil barang

diwajibkan masuk kedalam pangkalan tersebut

(2) Setias mobil barang di'arang parkir di sembareng tempat
termasuk di bahu—bahu jalan kecuali di tempat-tempat yang
telah ditertukan.

Pasal &

Setiap pemak=i fasilites ditarang memperpunzken pzrgkalan mo-
bit barang dengan cara yana dapat merintangi, men bshayzskan
keamanan lailu lintss dan yang mungkin dapa: menimbulkan ke-
rusakan pada pangkalan.

Pasal 7
$atiap pengemudi mobil barang diwsajibkan ikut seria memeliha-
ra keamanan, kateitiban, kebersihan dan keindahan lingkungen
Pasal 8
(1) Pengelolaan pargks'an mobil harang dilakuken oleh pstugas
yang ditunjuk oleh Bupati Kegala Dasrah.

(2) Para petugas tersebut ayst (1) pesal ini dalam melaksanakan
tugasnya bertanaguna jawab dan harus membuat laporan
setisp satu buian sekaii kepada Bupati kepala Desrah

BAB V
TARIP RETRIBUSI
Passl 8
Semua psngsemudi mobil barang yang mamasuki pangkalan mo-

bil barang dikenaken retribusi sebagai berikut

1., untok oo o 1
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1. Untuk mohil barang vyang berpangkal selama 0 - 24 jam
taripnya adalah ;

a. Untuk truck sebesar o Rp £00,00
b. Untuk truck beserta kereta gandeng/keieta

tempeian sabusar , Rp 1000.00
¢ Untuk monil barang lainnya sebesar ... Rp 500,00

2. Untuk mobil bareng vyang berpangkal lebih dari 24 jam, di-
kenakan tatip per hari

a. Uniuk truck scsbesar ——— . Rp 1.000,00
b. Untuk truck beserta kereta gandeng/kereta

teampelan sebesar Rp 2.000.00
¢. Untuk mobii barang lainnya sebesar _ Rp 1.000,00

Pasal 10

() Semuz pedegang yang berjuilan di lokasi pangkalan mobil
barang baik secara tetap, narian maupun musiman di kenatan
pungdtan 33suai dangan ketantuan yang berlaku.

t2) Pslaksanasn pungutan tersebut ayat (1) diatas diserahkan
kepada Dinas Pedespaten Daerah.

(3) Hasil pungutan tersebut ayat (2) diatas merupakan rerda-
patan Daszrah yang harus disetor secara keseluruhan pada

Kas Deesrah.
BAB VI
KETENTUAN ~ PIDANA
Passl 11

Pelanogaran terhadap ketentuan-—ketentuen Pasel 5, 6, 7 dan ©
Peraturan Daersh ini diancam hubuman kurungan selama—iam g-
nya 8 {enzm) bulan atau danda satinggi-tingginya Rp 50 000.00
(lima puluh ribu rupiah ).

Pasal.ooo oo o
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Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertuczs menvidik tindak
pidana, pervyidiken atas tindak p:dana sebacaimana dimaksud
dalam Peraturan Daersh Ini depat juga ditekikin o'eh Fejabet
Paryidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinizh Daerah
yang psngangkatannya di tetspkan sesusi dengean Feraturan Per—
undang—-undangan yang berlaku.

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 13

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturen Dzerzh ini sepznjarg
mena=nai pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bu-
pati Xepala Daerah.

Pasal 14

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangcal diundasngkan

Agar supaya setiap orang dapst mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
daiam Lemoaran Daarah Xabupsten Dasrsh lingkat 1l Rembang.

Rambang, 27 Agustus 1891
DEWAN PERWAKILAN R2KYAT

DAERAH ~ABURAIEN DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT Il REMBANG TINGKAT Il REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Dis. H. WACHIDI RIJONO
disshkan — 8




DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Tangga! 5 Nopember 1991
Nomor 188.3/422 /1981

An. Sekretaris Wi'ayah / Daerah
Tingkat | Jawa lengah

Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH
NIP. 500034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 9 Tahun 1991 Seri B No 2
pada tanggal 12 Nopember 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs, H SOED'HARTO
NIP. 500 029 511




PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il

REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1661
TENTANG

PANGKALAN MOBIL BARANG DALAM WILLYAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT il REMBANG

PENJELASAN UMUM

Untuk menunjang lajunya pembangunan di Kabupaten

Daerah Tingkat |l Rembang, diperiukan dana yang cukup
me=madai.
Untuk memperoleh dana tersebut perivu edanya upaya-upaya
dan usaha-usaha untuk mengaali surber pendepaten Dserah
sebagaimana digarisken Pasal 60 Undara undang Nomor &
Tshun 1974 yang menyatakan bahwa dengan Persturan Daerah
dapat diadzkan usaha-usaha untuk menambah sumber penda-
patan Daerah.

Se'anjutnya perlu diketshui babtwa di Kabupaten Rem-
bang samsakin banyak kendarazan Angkutzn barang utamanya
truck yang berpangkal di separjena jalan, baik jalan-jalen Ne-
gara, “ropinsi maupun Kabupaiten.

Hal d'sebabkan antara lain

1. Untuk melepas lelah dan memeriksa setelah menempuh
perjalanan panjang.

2. Baberapa pengusahsa, garasinya sudah tideak dapat menam-
pung ‘agi kendaraannya

3. Banyak psngemudi asal Rembang mengemudikan truck dari
luar Daerah, dimana pada saat terteniu membswea puisng
kendaraan sesudah dirumehnya tidak tersedia garasi

Kead=an demikian timbu! karena belum tersedizrya tempat
parkir khusus yang dapat menempung jumleh mobil bareng/
truck yang memadai sehingga dapat menimbukan masalah—
masalah antara !ain seperti menghambat arus lalu lintas. me-
ningkatnya krniminalitas dengen mecdus operandi bzjing loncat
dan mempercepat kerusakan jalan-jaian.
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Masal=h-masalah tersebut perlu kirzrya segera diatasi
dengan mendirikan pangkelan mobil bereng yarng tujuennya an—
tara lain adal:h.

1. meningkatkan kelancarsn lalu lintas,
2. meningkatkan kebersihen, ketertiben dan keirdehan.

3. menyediakan tempsat yang nyaman begi pengenudi kihusuanya
moabii oarang, baik dari segi keamanan kendaiaan maupun
barang dan dalzm rangka melepsskan ielgh,

4. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Untuk mencapai maksud tersebut, ager pendirian pang-
kslan mobil barang tersebut mempunyzi lendasen hukum yang
kokoh, mazka peoriu segera diatur dalam Peraruran Daeran,

Ii, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ¢

Pasal 1 s/d 8 ; Cukup jaias.

Pasal 9 . Apabila mobil barang berpancke! lebih dari
24 jam, maka untuk ks'ebihannya tiap 24
jam dikenakan tarip dua kali lipst deri tarip
yang berlaku untuk jangka wakiu 0 - 24 jam

Pasal 10 ayat (1) : Ketentuan yang berlaku tsrsebut antara lain
Peraturan Daerah teatang -ajak Pend-ftaran
Perusahagn, ‘jin Gengguan, ij.n tempat Usa-
ha dan sebagsinya.

ayat {2) dan (3) : Cukup jeiss.

Pasal 11 dan 12 : Cukup jelas.

Passl 13 t Dengan Surat ¥eputusar, Bupati Kepala Dae
rah dapat mengstur prnetapan lokes! pang-
kalan, stztus pangkalan pem=zkaien fesiites
yang ada di panckalan bantuk dan cara pem
bayaran retriousi dan ssbagainya.

Pasal 14

Cukup jelas.




